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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGASEM.

bahwa untuk melaksanakan program dan kegiatan vang di danai dari Dana
Alokasi Khusus (DAK) dengan menggunakan pagu alokasi vang ditetapkan
oleh pemerintah jika tidak sesuai penganggarannya perlu mengubah
Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah yang mencantumkan program dan kegiatan Dana Alokasi Khusus
(DAK) yang bersifat mendesak untuk dilaksanakan:

bahwa untuk menjamin terlaksananva kegiatan dan anggaran  Dana
Penguatan Desentralisasi  Fiskal dan Percepatan Pembangunan  Daerah
(DPDF dan PPD), Dana Penguatan Insfrastruktur dan Prasarana Dacrah
(DPIPD) Tunjangan Profesi Guru PNSD, Dana Tambahan Penghasilan
Guru, yang dialokasikan pada Dinas Pekerjaan Umum. Dinas Perindustrian
dan Perdagangan serta Dinas Pendidikan,Pemuda dan Olahraga dimana
penganggarannya belum sesuai maka untuk mempercepat pelaksunaanny
perlu dilakukan Perubahan Atas Peraturan Bupati tentang  Penjubaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Angearan 2010

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam hurut o dan
huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan  Atas
Peraturan Bupati Karangasem Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah Tahun Anggaran 2010.

Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Tingkat 11 dalam Wilayah Daerah-dacrah Tingkat 1 Bali. Nusa
Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1655):
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Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 08, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan
Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62.
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569):

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas
Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997
Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3988);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyclenggaraan Negara
yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75. Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851):

Undang--Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
=
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42806):
g |

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan  Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 2004 Nomor 5. Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355).

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan
dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negcara Republik
Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem  Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4421):

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemcrintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) scbagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbuangan Keuangun
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembuaran Negara
Republik Indonesia  Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438):
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Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Susunan dan Redudukan
Majelis  Permusyawaratan  Rakyat. Dewan  Perwakilan Rakyat Dewan
Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Dacerah  (F embaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Fumbahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3034):

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Dacrah dan Retribus:
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049).

Peraturan  Pemerintah  Nomor 108 Tahun 2000 tentang  lata Cara
I’ul‘mb sung jawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Repubhik Indonesia

Fahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republih Indonesia
Nomor 4027):

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentane kedudokan
Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Dacrah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembuwan Negara
Republik Indonesia Nomor 4028):

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler
dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah
diubah beberapa Kkali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21
Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Propinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( Lembaran Nevwrw Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 47. Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4712):

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pengeloluan Keuunean
Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia [ahun 2003
Nomor 48. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomo
49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4303 ).

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjuman Dacral
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20035 Nomor 136, Laumbahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4374);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbancan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575 ):

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang  Sistenm Informaasi
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik  Indonesia Nomuot
4576).

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan [embaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4577):
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Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140.
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 457 M:

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan
dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 8§ Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan
dan Kinerja Instansi Puﬂuillldh (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinst dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737):

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tent: ing Organisasi Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor $9.
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741 ):

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 tent; g Pedoman

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2010;

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Karangasem (Lembaran Daecrah Kabupaten Karangasem Tahun
2005 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem
Nomor 1), sebagaimana telah diubah beberapa Kkali, terakhir dengan
Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007 tent: g Perubahan Ketiga Atas
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan R: kyat  Daerah

Kabupaten Karangasem (Lembaran Dacrah Kabupaten Karangasem Tahun
2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem
Nomor 12);

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2008
Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4):

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan

Daerah Kabupaten Karangasem (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem
Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Dacrah Kabupaten Karangasem
Nomor 35);

Peraturan Dacrah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Perangkat Daerah Kabupaten Karangasem (Lembaran Daerah K ibupaten
Karangasem Tahun 2008 Nomor 7. Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Karangasem Nomor 6);
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34.  Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Dacrah Kabupaten
Karangasem Tahun 2010 Nomor 1 ):
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wn

Peraturan Bupati Nomor | Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Berta Daerah
Kabupaten Karangasem Tahun 2010 Nomor 1):

MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI  KARANGASEM NOMOR 1 TAHUN 2010 TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2010.

Pasal |

Beberapa ketentuan dalami Peraturan Bupati Karangasem Nomor | Tahun 2010 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 ( Berita Duerali Kabupaten
Karangasem Tahun 2010 Nomor 1 ) diubah sebagai berikut :

2 Ketentuan Pasal 1 diubah schingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal |

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 terdiri atas -
a. Pendapatan :

) o —

b. Belanja :

Pendapatan Asli Daerah Rp.  47.808.904.000.00
Dana Perimbangan Rp.  456.964.919.474.00
Lain-lain Pendapatan yang Sah  Rp. 134.166.325.323.00

Jumlah Pendapatan Rp.  638.940.148.797.00

I. Belanja Tidak Langsung :

a)
b)
)
d)
¢)
y]
g)
h)

a)
b)
C)

Belanja Pegawai Rp. 430.912.708.944.21
Belanja Bunga Rp. 165.000.000,00
Belanja Subsidi Rp. 282.189.408.00
Belanja Hibah Rp.  20.941.070.000.00
Belanja Bantuan Sosial Rp.  14.748.000.000,00
Belanja Bagi hasil Rp. 6.734.470.400,00

Belanja Bantuan Keuangan — Rp. 27.241.744.150,98
Belanja Tidak Terduga Rp. 1.500.000.000.00
Rp.  502.525.182.903.19

2. Belanja Langsung :

Belanja Pegawai Rp. 6.990.912.735.00
Belanja Barang dan Jasa  Rp.  68.597.650.959.00

Belanja Modal Rp. 103.540.763.213.00

Rp.  179.129.326.907.00
Jumlah Belanja  Rp.  681.654.509.810,19
Surplus/(Defisit) Rp.  (42.714.361.013.19)

¢. Pembiayaan :
. Penerimaan Rp.  52.271.989.934.65
5

2. Pengeluaran Rp. 9.557.628.921,46

Jumlah Pembiayaan Netto  Rp. 42.714.361.013.19

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun berkenaan  Rp. . 0.00
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Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2
Ringkasan dari Perubahan atas Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran | dan merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

wd

Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 3
Uraian lebih lanjut dari Perubahan atas Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I dan merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
Pasal Il

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar sctiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karangasem.

Ditetapkan di Amlapura
~pada tanggal 27 Mei 2010

'B JPATEKARANGASEM.

L’b’t/l«p-pg

T WAYAN GEREDEG ke

Diundangkan di Amlapura
pada tanggal 27 Mei 2010

~SEKRETARIS PAERAH KABUPATEN KARANGASEM,

AN ‘_I_NEN"c{.m-i BUDARSE

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2010 NOMOR 20
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